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ABSTRACT 
This study focuses on analyzing the role of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian 
Ulema Council (DSN MUI) in the application of the practice of murabahah contracts in operations in 
Islamic banks. This study uses library research, including DSN MUI fatwas, regulations, and studies 
related to operational procedures. Qualitative analysis aims to understand the role of fatwas in Islamic 
banking operations. The study found that DSN MUI has a strategic approach to providing legal 
guidance and legitimacy to Islamic banks, but there are challenges in its implementation, such as 
compliance with operational procedures and regulatory compliance. This study recommends an 
empirical study to evaluate the implementation of Islamic banking practices more closely. 
Keywords: DSN MUI Fatwa, murabahah contract, Islamic banks 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini berfokus pada analisis peran Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam penerapan praktik akad murabahah pada 
operasional di bank syariah. Studi ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library 
Research), termasuk fatwa DSN MUI, peraturan, dan kajian terkait prosedur 
operasional. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami peran fatwa dalam 
operasional perbankan syariah. Studi tersebut menemukan bahwa DSN MUI 
memiliki pendekatan strategis untuk memberikan panduan hukum dan legitimasi 
kepada bank syariah, namun ada tantangan dalam implementasinya, seperti 
kepatuhan terhadap prosedur operasional dan kepatuhan terhadap peraturan. Studi 
ini merekomendasikan studi empiris untuk mengevaluasi implementasi praktik 
perbankan syariah secara lebih dekat. 
Kata kunci: Fatwa DSN MUI, akad murabahah, bank syariah. 
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PENDAHULUAN  
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan 

yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan laporan State of the 
Global Islamic Economy (SGIE) Report tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat 
ketiga pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI), mencerminkan pertumbuhan 
yang pesat dalam sektor ekonomi syariah (Rahmatina A. Kasri dkk, 2023). Bank 
syariah memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional dengan 
menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 
sehingga mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan (Irawan, Dianita, dan Salsabila Mulya 2021).  

Dalam praktik perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah 
menjadi aspek yang tidak dapat ditawar. Kebutuhan akan kepastian hukum dan 
kepatuhan syariah dalam transaksi perbankan menjadi semakin mendesak seiring 
dengan kompleksitas produk dan layanan yang ditawarkan. Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) berperan penting dalam memastikan 
bahwa praktik perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, memberikan 
pedoman yang jelas bagi bank syariah dalam operasional mereka (Mokoagow 2024). 

Namun, implementasi fatwa DSN MUI dalam praktik akad murabahah pada 
bank syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Perlu adanya analisis 
mendalam mengenai efektivitas fatwa dalam penyesuaian praktik operasional bank 
syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik 
akad murabahah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan 
operasional bank syariah di Indonesia. 

Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian mendalam. Bank 
syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam menerapkan akad murabahah sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menyebabkan potensi penyimpangan 
praktik. Misalnya, terdapat kasus di mana implementasi pembiayaan akad 
murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip 
syariah, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah 
(Evaliana,dkk. 2024). 

Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI berperan penting dalam memastikan 
bahwa praktik akad murabahah di bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. 
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi pedoman 
bagi bank syariah dalam menerapkan akad murabahah secara sesuai dengan prinsip 
syariah (Arifin 2023). Namun, terdapat tantangan dalam penerapan fatwa tersebut, 
seperti kesulitan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam praktik operasional dan 
hambatan dari regulasi perbankan yang berlaku (Gayo 2011). 

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas fatwa 
DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah pada bank syariah di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran 
fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah, serta mengevaluasi 
dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah di Indonesia. 

Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah Indonesia 
menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian mendalam. Bank 
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syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam menerapkan akad murabahah sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menyebabkan potensi penyimpangan 
praktik. Misalnya, terdapat kasus di mana implementasi pembiayaan akad 
murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip 
syariah, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah (P. 
Wulandari dan Nasik 2024).  

Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI berperan penting dalam memastikan 
bahwa praktik akad murabahah di bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. 
Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi pedoman 
bagi bank syariah dalam menerapkan akad murabahah secara sesuai dengan prinsip 
syariah (T. Wulandari 2024).  

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan fatwa tersebut, seperti kesulitan 
dalam menerjemahkan fatwa ke dalam praktik operasional dan hambatan dari 
regulasi perbankan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam 
mengenai efektivitas fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah 
pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
menganalisis peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah, 
serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank 
syariah di Indonesia. 

Analisis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa studi yang secara 
spesifik mengkaji peran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
(DSN MUI) dalam praktik akad murabahah pada bank syariah di Indonesia masih 
terbatas. Beberapa penelitian telah membahas implementasi fatwa DSN MUI 
mengenai murabahah, namun belum secara komprehensif menganalisis dampaknya 
terhadap kepatuhan syariah dan kinerja operasional bank syariah. Misalnya, 
penelitian oleh Latif (2016) menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan 
murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo belum 
sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN mengenai murabahah, yang mengindikasikan 
adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan 
syariah (Waluyo 2016). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan 
wawasan baru mengenai efektivitas fatwa DSN MUI dalam praktik perbankan 
syariah. Dengan menganalisis peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik 
akad murabahah, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah. 
Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan 
kebijakan dan praktik perbankan syariah yang lebih baik, serta meningkatkan 
pemahaman mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan 
di Indonesia. 

Penelitian ini menawarkan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk 
menganalisis peran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN 
MUI) dalam praktik akad murabahah pada bank syariah di Indonesia. Pendekatan ini 
memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika 
implementasi fatwa dalam konteks operasional bank syariah, serta dampaknya 
terhadap kepatuhan syariah dan kinerja bank. 

Fokus penelitian pada dampak praktis fatwa terhadap operasional bank 
syariah menjadi aspek baru yang signifikan. Meskipun terdapat studi sebelumnya 
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yang membahas implementasi fatwa DSN MUI mengenai murabahah, seperti Fatwa 
DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Arifin 2023), penelitian 
ini berbeda dengan menilai secara spesifik dampaknya terhadap kepatuhan syariah 
dan operasional bank syariah. 

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum 
ekonomi Islam dengan memberikan wawasan baru mengenai efektivitas fatwa DSN 
MUI dalam praktik perbankan syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang 
lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan pemahaman mengenai 
implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan di Indonesia. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan 
kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis 
literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dianalisis 
meliputi fatwa DSN MUI, peraturan perundang-undangan terkait, serta berbagai 
studi terdahulu mengenai implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah. 
Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks normatif dan 
historis dari fatwa tersebut, serta bagaimana regulasi dan literatur sebelumnya 
membahas penerapannya dalam praktik perbankan syariah. 

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan memahami secara 
mendalam peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah pada 
bank syariah. Metode ini melibatkan interpretasi terhadap teks-teks yang dikaji, 
identifikasi tema-tema utama, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang 
ditemukan dalam literatur. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan 
pemahaman komprehensif mengenai bagaimana fatwa DSN MUI mempengaruhi dan 
membentuk praktik akad murabahah, serta implikasinya terhadap kepatuhan syariah 
dan operasional bank syariah di Indonesia. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah 
Indonesia 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 
memainkan peran penting dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. 
Sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah, fatwa ini memastikan bahwa 
produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 
Meskipun fatwa DSN MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang 
memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, dalam praktiknya, fatwa ini 
menjadi acuan utama bagi operasional perbankan syariah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 
setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Prinsip-
prinsip tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan kemudian dituangkan 
dalam peraturan oleh otoritas terkait, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa 
Keuangan. Dengan demikian, fatwa DSN MUI menjadi landasan bagi regulasi yang 
mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia (Sri Pujianti 2022). 
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Kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari 
bagaimana fatwa tersebut diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan. 
Meskipun secara formal fatwa bukan merupakan produk hukum yang mengikat, 
ketika fatwa tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi oleh pemerintah 
atau otoritas terkait, maka ia memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini 
menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki peran strategis dalam pembentukan 
hukum positif terkait perbankan syariah (Habibaty 2017).  

Dalam perspektif hukum Islam, fatwa merupakan jawaban atau pendapat 
hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa terhadap 
permasalahan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti). Fatwa tidak memiliki 
kekuatan memaksa seperti halnya keputusan pengadilan, namun dalam konteks 
perbankan syariah di Indonesia, fatwa DSN MUI menjadi rujukan utama yang harus 
dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan 
kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional 
perbankan syariah (Gayo 2011).  

Peran DSN MUI semakin penting dengan adanya kewajiban bagi setiap 
lembaga keuangan syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS 
bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan 
berpedoman pada fatwa DSN MUI. Dengan demikian, fatwa DSN MUI menjadi 
standar yang harus diikuti oleh DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya 
(Gayo 2011). 

Selain itu, fatwa DSN MUI juga menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa 
ekonomi syariah di pengadilan. Hakim dapat merujuk pada fatwa DSN MUI sebagai 
salah satu dasar dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perbankan syariah. 
Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki pengaruh signifikan dalam 
praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi syariah (Nur Afni 
Octavia, T.T.). 

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi fatwa DSN MUI, terutama 
terkait dengan harmonisasi antara fatwa dan regulasi yang ada. Perbedaan 
interpretasi dan kurangnya sosialisasi mengenai fatwa dapat menyebabkan 
ketidaksesuaian dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
kolaboratif antara DSN MUI, otoritas regulasi, dan pelaku industri untuk memastikan 
bahwa fatwa dapat diimplementasikan secara efektif (Gayo 2011). 

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa fatwa DSN MUI tidak hanya berlaku 
bagi perbankan syariah, tetapi juga mencakup berbagai sektor keuangan syariah 
lainnya, seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Hal ini 
menunjukkan luasnya cakupan dan pengaruh fatwa DSN MUI dalam sistem 
keuangan syariah di Indonesia (Tamam 2021). 

Dalam konteks global, peran fatwa dalam sistem hukum perbankan syariah 
juga diakui di berbagai negara dengan mayoritas Muslim. Namun, mekanisme dan 
otoritas yang mengeluarkan fatwa dapat berbeda-beda, tergantung pada struktur 
kelembagaan dan sistem hukum masing-masing negara. Di Indonesia, DSN MUI 
memiliki otoritas yang diakui secara nasional dalam mengeluarkan fatwa terkait 
keuangan syariah (Gayo 2011).  

Dengan demikian, kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum 
perbankan syariah Indonesia sangat vital. Meskipun bukan merupakan produk 
hukum yang mengikat secara langsung, fatwa ini menjadi pedoman utama bagi 



Peran Fatwa DSN MUI Dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah Pada Bank Syariah: Perspektif Hukum 
Ekonomi Islam 

DOI: 10.55252/annawawi.v4i2.69 

232 | An Nawawi : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4 (2), 2024 

lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip 
syariah. Integrasi fatwa DSN MUI ke dalam regulasi formal melalui peraturan 
perundang-undangan semakin mengukuhkan perannya dalam sistem hukum 
nasional (Gayo 2011). 

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan dan peran 
fatwa DSN MUI sangat penting bagi para praktisi hukum, regulator, dan pelaku 
industri perbankan syariah. Hal ini akan memastikan bahwa operasional perbankan 
syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan 
kontribusi positif bagi perekonomian nasional. 

 
2. Analisis Isi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan pedoman penting bagi 
praktik perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur mekanisme transaksi 
murabahah, yaitu jual beli dengan penegasan harga perolehan dan keuntungan yang 
disepakati antara penjual dan pembeli. Tujuannya adalah memastikan bahwa 
transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur riba. 

Dalam ketentuan umum, fatwa ini menegaskan bahwa bank dan nasabah 
harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan 
tidak boleh diharamkan oleh syariah Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh 
harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Selain itu, bank harus 
menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 
pembelian dilakukan secara hutang. Nasabah membayar harga barang yang telah 
disepakati dengan keuntungan dalam jumlah tertentu. Untuk menghindari risiko, 
bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan uang muka yang besarnya 
ditentukan dalam perjanjian. Jika nasabah tidak menunaikan kewajibannya, bank 
dapat menjual barang murabahah kepada pihak lain. Kelebihan dari penjualan ini 
menjadi hak nasabah, sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. Bank 
dapat meminta jaminan kepada nasabah atau pihak ketiga. Biaya yang diperlukan 
dalam murabahah ditanggung oleh nasabah (MUI 2000).  

Fatwa ini juga mengatur tentang jaminan dalam pembiayaan murabahah. 
Jaminan diperbolehkan agar nasabah serius dan bertanggung jawab dengan 
pesanannya sesuai dengan akad murabahah. Selain itu, bank dapat meminta nasabah 
untuk menyediakan uang muka sebagai tanda keseriusan dalam melakukan 
pemesanan barang. Jika nasabah tidak menunaikan kewajibannya, bank berhak 
menjual barang tersebut kepada pihak lain. Kelebihan dari penjualan ini menjadi hak 
nasabah, sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah (MUI 2000).  

Dalam praktiknya, implementasi fatwa ini di lapangan masih menghadapi 
berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
antara konsep murabahah yang ideal menurut fatwa DSN MUI dengan 
pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. Misalnya, dalam beberapa kasus, bank 
tidak benar-benar membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan hanya 
memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Hal ini tidak 
sesuai dengan prinsip murabahah yang mensyaratkan bank sebagai penjual harus 
memiliki barang sebelum dijual kepada nasabah (Rahman dan Humaira 2019).  
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Selain itu, terdapat pula praktik di mana bank meminta nasabah untuk 
menandatangani akad murabahah sebelum bank melakukan pembelian barang. 
Padahal, menurut fatwa DSN MUI, akad murabahah seharusnya dilakukan setelah 
bank membeli barang dan memiliki kepemilikan atas barang tersebut. Praktik 
semacam ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad murabahah dan 
kepatuhannya terhadap prinsip syariah (Rahman dan Humaira 2019).  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan 
pemahaman dan sosialisasi mengenai fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk bank syariah, nasabah, dan 
regulator. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi akad 
murabahah di lapangan juga perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan 
prinsip syariah (Amin 2017). 

Uraian diatas menunjukan bahwa, fatwa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan landasan penting bagi praktik 
perbankan syariah di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasinya 
menunjukkan perlunya upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa 
prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam setiap transaksi keuangan. 
Dengan demikian, tujuan dari ekonomi syariah untuk mencapai keadilan dan 
kesejahteraan dapat terwujud. 

 
3. Peran Fatwa DSN MUI dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah pada 

Bank Syariah 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 

memainkan peran krusial dalam menyesuaikan praktik akad murabahah di bank 
syariah Indonesia. Sebagai pedoman resmi, fatwa ini memastikan bahwa transaksi 
keuangan yang dilakukan oleh bank syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, 
khususnya dalam konteks jual beli dengan penegasan harga perolehan dan 
keuntungan yang disepakati. 

Akad murabahah, sebagai salah satu produk pembiayaan utama di bank 
syariah, memerlukan kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah untuk menghindari 
unsur riba. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memberikan panduan rinci 
mengenai mekanisme transaksi ini, termasuk ketentuan umum, prosedur 
pelaksanaan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (P. 
Wulandari dan Nasik 2024).  

Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia mengacu pada fatwa ini untuk 
merancang produk pembiayaan murabahah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah 
sekaligus mematuhi aturan syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa bank harus 
membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian 
menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati (Winario 
dan Fuaddi 2020).  

Namun, implementasi fatwa ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus. 
Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal murabahah 
menurut fatwa DSN MUI dengan pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. 
Misalnya, terdapat kasus di mana bank tidak benar-benar membeli barang yang 
dipesan oleh nasabah, melainkan hanya memberikan dana kepada nasabah untuk 
membeli barang tersebut, yang tidak sesuai dengan prinsip murabahah (P. Wulandari 
dan Nasik 2024).  
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Selain itu, ada pula praktik di mana bank meminta nasabah menandatangani 
akad murabahah sebelum bank melakukan pembelian barang. Padahal, menurut 
fatwa DSN MUI, akad murabahah seharusnya dilakukan setelah bank membeli 
barang dan memiliki kepemilikan atas barang tersebut. Praktik semacam ini dapat 
menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad murabahah dan kepatuhannya 
terhadap prinsip syariah (P. Wulandari dan Nasik 2024). 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan 
pemahaman dan sosialisasi mengenai fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk bank syariah, nasabah, dan 
regulator. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi akad 
murabahah di lapangan juga perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan 
prinsip syariah. 

Peran DSN MUI tidak hanya berhenti pada penerbitan fatwa, tetapi juga 
meliputi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasinya. Hal ini penting untuk 
memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan benar-benar diterapkan sesuai dengan 
tujuan awal, yaitu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap 
transaksi keuangan. 

Selain itu, DSN MUI juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan 
kepada praktisi perbankan syariah mengenai implementasi akad murabahah yang 
sesuai dengan fatwa. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman 
dan kompetensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan 
sehari-hari. 

Kolaborasi antara DSN MUI, otoritas perbankan, dan lembaga keuangan 
syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat 
diimplementasikan dengan baik. Hal ini mencakup penyesuaian regulasi, penyediaan 
infrastruktur yang mendukung, serta pengembangan produk yang inovatif namun 
tetap sesuai dengan prinsip syariah. 

Dengan demikian, fatwa DSN MUI berperan sebagai landasan utama dalam 
penyesuaian praktik akad murabahah di bank syariah Indonesia. Dengan adanya 
fatwa ini, diharapkan praktik perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariah, memberikan kepercayaan kepada nasabah, dan berkontribusi 
positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. 

 
4. Penerapan Fatwa DSN MUI pada Bank Syariah di Indonesia 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 
memainkan peran penting dalam operasional bank syariah di Indonesia. Sebagai 
pedoman yang memastikan kesesuaian produk dan layanan perbankan dengan 
prinsip syariah, fatwa DSN MUI menjadi acuan utama dalam pengembangan dan 
implementasi produk perbankan syariah. 

Salah satu contoh penerapan fatwa DSN MUI adalah dalam produk 
pembiayaan murabahah. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mekanisme 
transaksi murabahah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan 
menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Bank Syariah 
Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat, misalnya, telah menerapkan skema ini sesuai 
dengan panduan fatwa tersebut (Latif 2016).  
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Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan 
fatwa DSN MUI. Beberapa bank syariah menghadapi kesulitan dalam 
menerjemahkan fatwa ke dalam produk yang sesuai dengan regulasi perbankan yang 
berlaku. Selain itu, ada kasus di mana implementasi fatwa tidak sepenuhnya selaras 
dengan hukum positif, sehingga menimbulkan hambatan dalam operasional bank 
syariah (Gayo 2011). 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara DSN MUI, 
otoritas perbankan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta 
lembaga perbankan syariah. Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan 
dalam penyusunan fatwa akan memastikan bahwa pedoman yang dihasilkan dapat 
langsung diimplementasikan tanpa menimbulkan konflik dengan regulasi yang ada 
(Gayo 2011). 

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai fatwa DSN MUI perlu 
ditingkatkan. Dengan pemahaman yang lebih baik, praktisi perbankan syariah dapat 
menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka dengan lebih efektif, 
sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. 

Penerapan fatwa DSN MUI juga berdampak pada inovasi produk perbankan 
syariah. Dengan adanya pedoman yang jelas, bank syariah dapat mengembangkan 
produk yang kreatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk 
pembiayaan berbasis akad ijarah atau musyarakah. 

Namun, perlu dicatat bahwa fatwa DSN MUI tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat secara langsung. Oleh karena itu, integrasi fatwa ke dalam regulasi 
perbankan melalui peraturan OJK atau Bank Indonesia menjadi penting untuk 
memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam penerapannya (Gayo 2011). 

Dalam konteks global, penerapan fatwa DSN MUI menunjukkan komitmen 
Indonesia dalam mengembangkan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip 
syariah. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bank syariah Indonesia di kancah 
internasional, menarik minat investor dan nasabah dari berbagai negara. 

Dengan demikian, penerapan fatwa DSN MUI pada bank syariah di Indonesia 
merupakan upaya strategis dalam memastikan bahwa operasional perbankan 
berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, 
dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait, penerapan ini dapat 
berjalan efektif, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi syariah 
di Indonesia. 
 

5. Dampak Fatwa DSN MUI terhadap Kepatuhan Syariah dan Kinerja Bank 
Syariah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 
memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) 
dan mempengaruhi kinerja bank syariah di Indonesia. Sebagai pedoman yang 
mengatur operasional perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, fatwa DSN 
MUI menjadi acuan utama bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. 

Kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI merupakan syarat mutlak bagi bank 
syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Fatwa ini menjabarkan 
prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan perbankan syariah, sehingga 
memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan 
syariah (Hayaty 2024).  
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Namun, penelitian menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan 
bank syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan efisien. Beberapa bank 
syariah menghadapi tantangan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam praktik 
operasional sehari-hari, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip 
syariah (Waluyo 2016).  

Selain itu, dualisme pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam mengawasi lembaga keuangan 
syariah menambah kompleksitas dalam memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN 
MUI. Kurangnya koordinasi antara kedua lembaga ini dapat menyebabkan 
inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah (Usanti, Thalib, dan Setiawati 2019). 

Dampak dari ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN MUI tidak hanya 
mempengaruhi reputasi bank syariah, tetapi juga kinerjanya. Nasabah yang 
menyadari adanya praktik yang tidak sesuai dengan syariah mungkin kehilangan 
kepercayaan dan beralih ke institusi lain yang lebih patuh, yang pada akhirnya dapat 
menurunkan profitabilitas bank. 

Sebaliknya, bank syariah yang secara konsisten mematuhi fatwa DSN MUI 
cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat. Kepatuhan ini 
mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip-prinsip Islam, yang dapat 
meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik lebih banyak pelanggan yang mencari 
layanan perbankan sesuai syariah. 

Untuk meningkatkan kepatuhan syariah, bank syariah perlu memperkuat 
fungsi pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS 
bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan 
bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah (Mardian 2019). 

Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi karyawan bank syariah mengenai 
pentingnya kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI perlu ditingkatkan. Dengan 
pemahaman yang mendalam, karyawan dapat lebih efektif dalam menerapkan 
prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank. 

Kolaborasi antara DSN MUI, OJK, dan lembaga perbankan syariah juga 
penting dalam memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat diimplementasikan 
dengan baik. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan membantu 
mengatasi hambatan dalam penerapan fatwa dan memastikan konsistensi dalam 
operasional perbankan syariah. 

Penerapan teknologi informasi dalam operasional bank syariah juga dapat 
membantu memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Sistem yang 
terintegrasi dapat memudahkan monitoring dan pelaporan, sehingga memastikan 
bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. 

Uraian diatas menegaskan bahwa, fatwa DSN MUI memiliki dampak 
signifikan terhadap kepatuhan syariah dan kinerja bank syariah di Indonesia. 
Kepatuhan terhadap fatwa ini tidak hanya memastikan bahwa operasional bank 
sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah, yang 
pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kinerja dan pertumbuhan bank syariah. 

 
6. Optimalisasi Implementasi Fatwa DSN MUI dalam Praktik Akad Murabahah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan pedoman utama bagi 
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lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad murabahah. Akad ini adalah 
salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan 
syariah di Indonesia. Namun, implementasinya sering menghadapi berbagai 
tantangan yang memerlukan optimalisasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan 
efektif dalam praktiknya. 

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akad murabahah adalah 
kurangnya pemahaman yang mendalam dari pihak bank dan nasabah mengenai 
ketentuan fatwa tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dalam 
pelaksanaan akad, seperti penetapan margin keuntungan yang tidak transparan atau 
ketidaksesuaian dalam prosedur pembelian barang (Ab Aziz dan Abdul Rahman 
2023).  

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi dan pelatihan yang intensif bagi 
staf bank syariah mengenai prinsip-prinsip akad murabahah sesuai dengan fatwa 
DSN MUI. Selain itu, sosialisasi kepada nasabah juga penting agar mereka memahami 
hak dan kewajiban dalam akad tersebut, sehingga tercipta transaksi yang adil dan 
transparan (Ab Aziz dan Abdul Rahman 2023). 

Selain itu, pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus 
diperkuat. DPS bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk dan layanan 
yang ditawarkan bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah. 
Pengawasan yang ketat akan mencegah terjadinya praktik yang menyimpang dari 
ketentuan syariah. 

Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan 
terhadap fatwa DSN MUI dalam akad murabahah. Sistem perbankan yang 
terintegrasi dan sesuai dengan prinsip syariah akan memudahkan monitoring dan 
pelaporan, sehingga memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Kolaborasi antara DSN MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga 
perbankan syariah juga penting dalam memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan 
dapat diimplementasikan dengan baik. Koordinasi yang baik antara lembaga-
lembaga ini akan membantu mengatasi hambatan dalam penerapan fatwa dan 
memastikan konsistensi dalam operasional perbankan syariah. 

Selain itu, penelitian dan pengembangan produk perlu dilakukan untuk 
menyesuaikan akad murabahah dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. 
Inovasi produk yang tetap berpegang pada prinsip syariah akan meningkatkan daya 
saing bank syariah dan menarik lebih banyak nasabah. 

Transparansi dalam penetapan margin keuntungan dan biaya terkait dalam 
akad murabahah juga harus dijaga. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan 
nasabah dan memastikan bahwa mereka memahami struktur biaya yang dikenakan 
dalam transaksi. 

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan fatwa DSN MUI 
juga diperlukan untuk menjaga integritas akad murabahah. Sanksi ini akan menjadi 
deterrent bagi pihak-pihak yang berusaha menyimpang dari prinsip syariah dalam 
transaksi perbankan. 

Evaluasi dan audit berkala terhadap implementasi akad murabahah perlu 
dilakukan untuk memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan 
fatwa DSN MUI. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan 
penyesuaian yang diperlukan. 
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Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi fatwa DSN MUI 
dalam praktik akad murabahah dapat dioptimalkan. Hal ini akan meningkatkan 
kepatuhan syariah, kepercayaan nasabah, dan kinerja bank syariah secara 
keseluruhan. 

 
KESIMPULAN 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 
memainkan peran krusial dalam menyesuaikan praktik akad murabahah di bank 
syariah Indonesia. Sebagai pedoman yang memastikan kesesuaian produk dan 
layanan perbankan dengan prinsip syariah, fatwa ini memberikan landasan hukum 
dan operasional bagi bank syariah dalam menerapkan akad murabahah. 
Implementasi yang tepat dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Murabahah telah membantu bank syariah menjalankan transaksi jual beli dengan 
transparansi dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.  

Namun, tantangan dalam penerapan fatwa ini tetap ada, termasuk kurangnya 
pemahaman mendalam dari pihak bank dan nasabah, serta kebutuhan akan 
pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh 
karena itu, edukasi, pelatihan, dan pengawasan yang intensif diperlukan untuk 
mengoptimalkan implementasi fatwa ini. Dengan demikian, fatwa DSN MUI 
berperan signifikan dalam menyesuaikan praktik akad murabahah, memastikan 
bahwa operasional bank syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan hukum ekonomi 
Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang sesuai 
syariah. 
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